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ABSTRAK 

 

Masalah yang akan diteliti dalam penetian ini adalah peran Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Dari permasalahan 

tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan meneliti lebih dalam tentang 

peran serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam 

penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan menelaah peraturan perundangan 

undangan yang terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bahan pertimbangan analisis atas 

permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Adapun data yang 

digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisis data menggunakan metode 

penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang 

bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa mengacu kepada peraturan perundang undangan yang terkait 

tindak pidana pencucian uang dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak 

pidana asal dari pencucian uang ialah korupsi dan berdasarkan undang-undang 

tindak pidana pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai 

kewenangan dalam penuntutan pencucian uang akan tetapi berdasarkan asas 

peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka KPK diperbolehkan melakukan 

penuntutan. 

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian  

Uang 
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ABSTRACT 

 

The problem to be investigated in this penetration is the role of the Corruption 

Eradication Commission (KPK) in the prosecution of money laundering crime. 

From these problems, this study is conducted with the aim of examining more deeply 

about the role and authority of the Corruption Eradication Commission, especially 

in prosecuting money laundering crimes by reviewing the legislation of invitations 

related to the authority of the Corruption Eradication Commission in the 

prosecution of Money Laundering Crime as a consideration of the analysis of 

problems to be studied. This research is normative law research. The approach used 

in this research is by using the statue approach, conceptual approach, case 

approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, 

secondary legal materials, and tertiary legal materials. In analyzing data using 

deductive reasoning (logic) method, that is drawing the conclusion of a problem 

which is general to the concrete problem faced. The results of the study indicate that 

referring to the legislation regulation related to money laundering crime explained 

that the Corruption Eradication Commission has authority in prosecuting money 

laundering crime because the criminal act of origin of money laundering is 

corruption and based on money laundering law is not explained explicitly authority 

in the prosecution of money laundering but based on the principle of fast, simple, 

low cost the KPK is allowed to prosecute. 

Key Words: Corruption Eradication Commission, Prosecution, Money 

Laundering  
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